SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 109 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN SADAR HUKUM DI KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat
budaya hukum dan menindaklanjuti Surat Edaran
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-
05.HN.04.04 Tahun 2017 Tanggal 10 Juli 2017 tentang
Perubahan Kriteria Penilaian Desa Sadar Hukum, perlu
diupayakan pembinaan sadar hukum secara terpadu
dan berkelanjutan pada Desa di Kabupaten Banyumas;

b. bahwa agar pembinaan Desa Sadar Hukum dapat
berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Desa
Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Banyumas;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan Sadar
Hukum di Kabupaten Banyumas;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

OpF0

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006
tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10
Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PHN-HN.04.04-
01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan
Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH)
sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam
membentuk Kelompok Kadarkum serta menetapkan dan
membina Desa Binaan menjadi Desa Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum di Kabupaten
Banyumas.

Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

Nama Desa : Banjaranyar

Kecamatan : Sokaraja

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

Ditandatangani secara
¥ elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002
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